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Kondisi hutan lindung saat ini masih sering mengalami kerusakan. Hal ini 

menimbulkan dampak negatif berupa degradasi lahan dan menurunnya 

keanekaragaman hayati termasuk burung. Keberadaan burung dapat dijadikan 

sebagai bio-indikator lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

peran masyarakat dalam upaya rehabilitasi di kawasan Blok Pemanfaatan KPHL 

Batutegi berdasarkan keanekaragaman burung dengan Blok Inti sebagai 

pembanding. Metode yang digunakan yaitu kombinasi point count dan plot serta 

wawancara dengan alat bantu kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

peran masyarakat dalam upaya rehabilitasi di kawasan KPHL Batutegi yaitu 

melalui agroforestri. Agroforestri dilakukan dengan mengombinasikan pohon 

karet (Hevea brasiliensis), jengkol (Archidendron pauciflorum), durian (Durio 

zibethinus) dan petai (Parkia speciosa). Tingkat keberhasilan rehabilitasi ini 

dianalisis menggunakan keanekaragaman burung. Keanekaragaman burung di 

Blok Inti tergolong tinggi dengan nilai sebesar H’=3,06 sedangkan Blok 

Pemanfaatan lebih rendah dengan nilai sebesar H’=2,06. Rendahnya 

keanekaragaman burung ini mengindikasikan bahwa kondisi kawasan di Blok 

Pemanfaatan masih kurang baik. Pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu 

meningkatkan keanekaragaman burung dan pohon sehingga kondisi lingkungan 

di lahan agroforestri semakin baik serta kesejahteraan masyarakat dapat terjamin 

melalui hasil agroforestri yang optimal. 
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THE ROLE OF THE COMMUNITY IN PROTECTED FOREST 

REHABILITATION BASED ON BIRD DIVERSITY IN THE 

BATUTEGI PROTECTED FOREST MANAGEMENT UNIT 
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The condition of protected forests is still often damaged. This cause a 

negative impact such as land degradation and decreasing the biodiversity, 

including birds. The presence of birds can be used as environmental bio-

indicators. This study aims to analyze the role of the community in rehabilitation 

efforts in the Batutegi KPHL Utilization Block area based on bird diversity with 

the Core Block as a comparison. Combination of point count and plot as well as 

interviews with questionnaire were the method that’s used. The results showed 

that the community's role in rehabilitation efforts in the Batutegi KPHL area was 

through agroforestry. Agroforestry is done by combining karet (Hevea 

brasiliensis), jengkol (Archidendron pauciflorum), durian (Durio zibethinus) and 

petai (Parkia speciosa). The success rate of this rehabilitation was analyzed using 

bird diversity. Bird diversity in the Core Block is high with a value of H'=3.06, 

while the Utilization Block is lower with a value of H'=2.06. The low diversity of 

birds indicates that the condition of the area in the Utilization Block is still not 

good. The government and the community are expected to be able to increase the 

diversity of birds and trees so that environmental conditions in agroforestry land 

are getting better and the welfare of the community can be guaranteed through 

optimal agroforestry results. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 

Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

disebutkan bahwa hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi 

pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, 

mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara 

kesuburan tanah. Berdasarkan Data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan 

Tata Lingkungan (2021) hutan lindung di Indonesia memiliki luasan sebesar 

29.661.315,37 hektar. Luas wilayah yang seluruhnya atau didominasi oleh 

kawasan hutan lindung dikelola oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung 

(KPHL) (Suwarno, 2015). Sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 

SK.650/Menhut-II/2010 tanggal 22 November 2010 seluas ± 58.162 ha yang 

seluruhnya merupakan hutan lindung ditetapkan sebagai KPHL Model Batutegi di 

Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten 

Tanggamus (Sylviani dan Suryandari, 2013). 

Kerusakan hutan masih banyak terjadi di KPHL Batutegi akibat maraknya 

perambahan yang dilakukan secara ilegal. Perambah umumnya melakukan sistem 

tebas bakar dan menjadikannya sebagai lahan kopi yang ditumpangsarikan dengan 

berbagai tanaman hortikultura (Riniarti dan Setiawan, 2014). Para petani akan 

mengganti spesies pohon yang mempunyai nilai ekonomi untuk diambil hasil 

hutan bukan kayu (HHBK) sehingga menyebabkan adanya dampak negatif berupa 

perubahan kondisi lahan seperti perubahan komposisi agroforestri (Erwin et al., 

2017). Wulandari et al. (2014) menyatakan bahwa petani memilih jenis tanaman 

untuk lahan agroforestri yang dikelolanya berdasarkan kemampuan tumbuh dan 

nilai ekonomi tanaman tersebut. Penurunan tutupan lahan ini telah terjadi dari 
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waktu ke waktu, diketahui terdapat 76% lahan pertanian dan 95% tanaman pangan 

di areal agroforestri KPHL Batutegi (Wulandari, 2021). Hal ini menyebabkan 

degradasi kawasan kelola KPHL Batutegi meningkat cukup parah (Prabowo et al., 

2019). Dampak negatif yang ditimbulkan oleh degradasi lahan meliputi kerusakan 

ekologis dan menurunnya keanekaragaman hayati (Alpahsyah, 2019), termasuk 

burung. 

Menurut studi kasus Purba et al. (2014), keberadaan burung dapat dijadikan 

sebagai indikator penilaian suatu kondisi kawasan hutan sehingga perlu adanya 

pelestarian burung untuk menjaga keanekaragamannya. Peningkatan 

keanekaragaman burung yang melimpah kemungkinan terjadi karena adanya jenis 

pohon yang beragam (Saefullah et al., 2016).  Pohon berperan sebagai penyedia 

makanan, oksigen serta tempat tinggal bagi berbagai spesies burung (Surur et al., 

2020). Lebih lanjut, Davidar et al. (2001) mengartikan bahwa jika semakin 

beragam habitat maka akan semakin banyak burung yang tinggal di habitat 

tersebut (keystone habitat). Habitat dengan jenis vegetasi yang beragam akan 

menyediakan lebih banyak jenis pakan bagi burung (Ridwan, 2015), sehingga 

rehabilitasi dengan penambahan jenis tanaman dapat dilakukan untuk 

meningkatkan keanekaragaman hayati dan kekayaan jenis (Anggana et al., 2019). 

Menurut Sutiawan dan Hernowo (2017), degradasi dan konversi hutan adalah 

salah satu faktor penyebab menurunnya populasi burung. Keberadaan burung 

penting bagi hutan dalam penyerbukan, penyebaran benih, pengendali hama serta 

pemberi nutrisi bagi tanah melalui kotorannya (Silahooy et al., 2020). 

Rehabilitasi hutan dan lahan merupakan suatu upaya untuk memulihkan, 

mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya 

dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga 

kehidupan tetap terjaga (Setiawan et al., 2020). Rehabilitasi hutan penting 

dilakukan sebagai salah satu solusi yang tepat untuk mengatasi masalah kerusakan 

hutan (Pambudi et al., 2019). Pada umumnya, dari berbagai referensi menyatakan 

bahwa keberhasilan rehabilitasi dianalisis melalui Konservasi Tanah dan Air 

(KTA). Namun, berdasarkan penelitian Sallata (2016), penerapan teknik KTA 

dalam kegiatan rehabilitasi lahan ternyata masih memiliki tingkat keberhasilan 

yang rendah. Hal ini disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat karena 
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penerapan KTA banyak membutuhkan biaya, tenaga dan waktu dibandingkan 

dengan manfaat ekonomi yang diperoleh. 

Keberhasilan rehabilitasi pada penelitian ini akan dilihat berdasarkan 

keanekaragaman burungnya. Menurut Kurniawan (2016), penelitian tentang 

burung sangat penting dilakukan karena dalam pengelolaan dan konservasi di 

wilayah yang kelimpahan burungnya tinggi penelitian tersebut cenderung tidak 

banyak dilakukan. Pengaturan tata hutan yang tidak didasarkan pada prinsip 

pengelolaan hutan lestari dapat menimbulkan kerusakan habitat alami yang 

menjadi tempat tinggal burung sehingga adanya penelitian mengenai 

keanekaragaman jenis burung ini dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan 

rencana dalam upaya perlindungan dan pelestarian satwa. Adanya variabel peran 

masyarakat dalam penelitian upaya pelestarian burung termasuk 

keanakeragamannya di Blok Inti dan Blok Pemanfaatan hutan lindung menjadi 

pembeda penelitian ini atas penelitian lain yang sejenis. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah. 

1. Menganalisis peran masyarakat dalam upaya rehabilitasi di kawasan KPHL 

Batutegi. 

2. Menganalisis keanekaragaman burung dan pohon di Blok Inti KPHL 

Batutegi. 

3. Menganalisis jumlah keanekaragaman burung dan pohon setelah adanya 

rehabilitasi di Blok Pemanfaatan KPHL Batutegi. 

 

1.3 Kerangka Pemikiran 

Rehabilitasi hutan merupakan salah satu cara untuk memulihkan kondisi 

hutan dan lahan sehingga dapat berfungsi kembali secara normal dan lestari 

sebagai sistem penyangga kehidupan (Jatmiko et al., 2014). Rehabilitasi kawasan 

merupakan bentuk pembinaan habitat yang diarahkan untuk memulihkan dan 

meningkatkan fungsi kawasan terutama pada fungsi hidro-orologis dan kelestarian 

sumberdayanya seperti tempat berpijah ikan, udang, burung, dan mamalia 

(Atmoko, 2010). 



4 

 

Hutan lindung yang kondisinya rusak akan berdampak pada jumlah 

keanekaragaman satwa termasuk burung karena hilangnya habitat. Penelitian ini 

diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan 

bagi habitat burung serta timbal baliknya terhadap manusia. Adanya penilaian 

keberhasilan rehabilitasi hutan lindung berdasarkan keanekaragaman burung 

mampu mengindikasikan kondisi lingkungan kawasan tersebut sehingga dapat 

digunakan sebagai rencana pengelolaan hutan lindung yang berkelanjutan rencana 

pengelolaan hutan lindung yang berkelanjutan. 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Kerangka pemikiran.
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2. 1 Keadaan Umum Daerah Penelitian 

2.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah 

Secara geografis KPHL Batutegi terletak pada 104° 27’-104° 54’ BT dan 5° 

5’-5°22’ LS. KPHL Batutegi meliputi sebagian kawasan Hutan Lindung Register 

39 Kota Agung Utara, sebagian kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya 

dan sebagian kawasan Hutan lindung Register 32 Bukit Ridingan. KPHL Batutegi 

terletak pada DAS Sekampung yang memiliki 3 sungai utama, yaitu: 1) Way 

Sekampung yang mengalir dari pegunungan di sebelah barat, 2) Way Sangharus 

yang mengalir dari Gunung Rindingan, dan 3) Way Rilau yang mengalir dari 

pegunungan sebelah utara (KPHL Batutegi, 2013). 

Berdasarkan SK Menhut Nomor: SK.68/Menhut-II/2010 tanggal 28 januari 

2010, luas areal kelola KPHL Batutegi adalah 58.174 Ha. Kawasan KPHL 

Batutegi sebagian besar merupakan cacthment area bendungan Batutegi yang 

menjadi salah satu area penting di Provinsi Lampung. Areal ini terdiri dari 

kawasan hutan seluas +35.711 Ha (82,28 %) dan areal penggunaan lainnya seluas 

+ 7.693 Ha (17,72 %). Batas-batas KPHL Batutegi yaitu 1) Sebelah utara dengan 

non hutan (APL) dan KPHL Unit VII; 2) Sebelah selatan dengan non hutan 

(APL); 3) Sebelah barat dengan non hutan (APL) dan KPHL Kota Agung Utara; 

dan 4) Sebelah timur dengan non hutan (APL) dan KPHL Unit VII. Secara visual, 

batas wilayah tersebut baru bisa dilihat pada peta karena di lapangan belum dibuat 

batas definitif yang disepakati oleh para pihak terkait. Padahal batas wilayah 

kelola merupakan hal penting yang harus ditetapkan di lapangan untuk memberi 

kepastian kawasan (KPHL Batutegi, 2013). 
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2.1.2 Tata Hutan 

Blok dalam tata hutan KPHL Batutegi diartikan sebagai bagian dari wilayah 

KPH yang memiliki persamaan karakteristik biogeofisik dan sosial budaya, serta 

bersifat relatif permanen yang ditetapkan untuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi manajemen. Berdasarkan definisi tersebut, maka wilayah kelola KPHL 

Batutegi dibagi menjadi 2 blok, yaitu Blok Inti dan Blok Pemanfaatan. 

a. Blok Inti 

Blok Inti seluas 10.827 hektar difungsikan sebagai perlindungan tata air dan 

perlindungan lainnya serta sulit untuk dimanfaatkan. Hal ini dapat terlihat dari 

kondisi hutan yang masih asli dimana struktur vegetasi dan komposisinya 

tergolong baik sehingga tingkat keanekaragaman cukup tinggi. Pada blok ini 

ditemukan sebanyak 238 species dari 55 famili flora dan sekitar 17 famili dengan 

29 jenis mamalia serta sebanyak 38 famili dengan 140 spesies jenis burung 

ditemukan di KPHL Batutegi. 

b. Blok Pemanfaatan Hutan Lindung 

Blok ini difungsikan sebagai areal yang direncanakan untuk pemanfaatan 

terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pemanfaatan 

hutan pada kawasan hutan yang berfungsi hutan lindung, seluas 47.334,46 hektar, 

yang terdiri dari areal berizin 11.103,65 hektar dan wilayah tertentu seluas 

36.230,81 hektar. Pada KPHL Batutegi terdapat dua jenis Blok Pemanfaatan, 

yaitu yang telah digarap oleh masyarakat, baik yang sudah mendapatkan izin 

maupun yang belum mendapatkan izin. Kondisi Blok Pemanfaatan saat ini banyak 

digunakan sebagai jasa lingkungan, pemanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan 

kayu serta pemungut hasil hutan kayu dan bukan kayu. Pada wilayah kelola 

KPHL Batutegi didominasi pemanfaatan oleh masyarakat untuk berkebun 

sehingga struktur vegetasi dan komposisi hutannya telah mengalami perubahan.  

 

2.2 Hutan Lindung 

2.2.1 Pengertian dan Fungsi Hutan Lindung 

Hutan lindung merupakan suatu kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah 

atau suatu kelompok untuk dilindungi (Sinery et al., 2015) dengan tujuan menjaga 

fungsi ekologis hutan tersebut. Penjagaan hutan bertujuan agar masyarakat dapat 



8 

 

tetap menikmati hasil dan manfaat dari hutan, seperti tata airnya serta kesuburan 

tanahnya (Wijaya et al., 2016). Berdasarkan peraturan perundangan yang ada, di 

antaranya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 1, hutan lindung 

didefinisikan sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai 

perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah 

banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan 

tanah. 

Fungsi tersebut mengandung arti bahwa hutan lindung yang ditetapkan di 

wilayah hulu sungai memiliki daerah tangkapan air hujan (catchment area) yang 

memiliki peran penting sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari baik bagi 

masyarakat, tumbuhan, maupun satwaliar (Sinery et al., 2015). Beberapa fungsi 

lain hutan lindung bagi masyarakat dan lingkungan antara lain adalah mencegah 

terjadinya banjir, cegah intrusi air laut, tata air teratur, kesuburan tanah terjaga, 

dan pengendalian terhadap erosi (Wijaya et al., 2016). 

KPH Batutegi merupakan kawasan hutan yang memiliki fungsi lindung. 

KPH tersebut memiliki Bendungan yang dikelola oleh pemerintah daerah 

kabupaten bekerja sama dengan Perusahaan Air Minum Daerah. Bendungan ini 

bermanfaat untuk PLTA dan pengairan sawah (Sylviani dan Suryandari, 2013). 

 

2.2.2 Manfaat Hutan Lindung 

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 (34/2002) 

tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan 

Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan disebutkan bahwa bentuk pemanfaatan 

hutan lindung terbatas pada pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, 

dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Pemanfaatan kawasan pada 

hutan lindung dapat berupa budidaya tanaman obat, perlebahan, dan penangkaran 

sedangkan pemanfaatan jasa lingkungan berupa bentuk usaha yang memanfaatkan 

potensi hutan lindung dengan tidak merusak lingkungan seperti ekowisata, wisata 

olah raga tantangan, pemanfaatan air, dan perdagangan karbon. Bentuk-bentuk 

pemanfaatan ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, peningkatan 

kesejahteraan dan kesadaran masyarakat sekitar hutan akan fungsi dan kelestarian 



9 

 

hutan lindung. Akan tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan kerusakan di 

hutan lindung lebih tinggi dibandingkan dengan kerusakan hutan produksi 

(Ginoga et al., 2005). 

 

2.3 Kerusakan Hutan  

2.3.1 Pengertian Kerusakan Hutan 

Kerusakan hutan menurut UU No. 41/1999 yaitu terjadinya perubahan fisik 

atau hayati yang menyebabkan hutan terganggu atau tidak dapat gerperan sesuai 

fungsinya. Kerusakan hutan sering diidentikan dengan deforestasi. Deforestasi 

diartikan sebagai berkurangnya luasan kawasan hutan tertentu yang diakibatkan 

oleh aktivitas manusia seperti illegal logging, pencurian hasil hutan, kebakaran 

hutan, peladangan berpindah, dan penggembalaan liar. Adapun kerusakan hutan 

akibat alam seperti letusan gunung berapi, petir, banjir, dan tsunami (Sinery et al., 

2015). 

 

2.3.2 Kerusakan Hutan Lindung 

Kerusakan hutan tidak hanya terjadi di lahan masyarakat yang berfungsi 

kawasan lindung, akan tetapi terjadi di lahan hutan produksi maupun hutan 

lindung. Kerusakan tersebut disebabkan oleh penebangan liar, alih fungsi lahan 

dari kawasan lindung ke pemukiman dan pertanian dengan pengolahan lahan tidak 

sesuai dengan kaidah konservasi (Subarna, 2011). Hal ini didukung oleh 

pernyataan Puspasari et al. (2017) bahwa kerusakan tersebut dapat terjadi akibat 

illegal logging, perambahan dan okupasi lahan, kebakaran dan lain-lain. Selain 

itu, jumlah penduduk yang terus bertambah pada lahan yang tersedia 

menyebabkan adanya tekanan terhadap hutan. Masyarakat membuka hutan dan 

menjadikannya sebagai lahan pertanian/perkebunan, namun disisi lain 

kesejahteraan masyarakat masih belum terjamin. 

 

2.3.3 Dampak Kerusakan Hutan Lindung 

Konversi hutan lindung secara ekologis akan berpengaruh terhadap struktur, 

komposisi dan fungsi dari hutan lindung. Tutupan vegetasi semakin berkurang, 

fauna kehilangan habitat, kematian flora dan fauna, terjadi perubahan cuaca, mata 
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air dan sungai mengering, terjadi banjir bandang dan erosi di musim hujan serta 

penurunan debit aliran air di beberapa sumber mata air disekitar hutan lindung. 

Lebih jauh kerusakan hutan lindung akan mengakibatkan kerusakan biotik dan 

abiotik yang sangat mempengaruhi fungsi kawasan serta kehidupan mahkluk 

hidup di dalamnya (Latumahina dan Iswanto, 2011). 

 

2.4 Habitat 

2.4.1 Pengertian Habitat 

Habitat merupakan sumber daya dan kondisi di suatu kawasan yang 

berdampak sebagai tempat tinggal suatu spesies (Rahman dan Tresnawati, 2016). 

Pada dasarnya habitat merupakan gabungan antara komponan fisik dan biologi 

yang mempengaruhi dan memberikan manfaat bagi suatu organisme untuk 

bertahan hidup (Kurniawan et al., 2019). Anggrita et al. (2018) pun menyatakan 

bahwa habitat adalah kawasan yang terdiri dari komponen fisik maupun biotik 

yang merupakan satu kesatuan yang berguna sebagai tempat hidup dan 

berkembangnya satwaliar. Misalnya penggunaan lahan berlumpur di hutan 

mangrove sebagai feeding ground dan pemanfaatan tegakan untuk beristirahat 

oleh beberapa jenis burung pantai (shorebird) (Iswandaru et al., 2018). 

Habitat dikatakan baik apabila habitat tersebut mampu mendukung segala 

kebutuhan satwaliar seperti makanan, minuman, tempat berkembang biak dan 

tempat berlindung (Arief et al., 2015). Pemilihan habitat merupakan sesuatu yang 

penting bagi satwa karena untuk mempermudah pergerakan mereka dari satu 

habitat ke habitat lain untuk mendapat sumber makanan, air, tempat reproduksi 

dan tempat tinggal baru yang lebih menguntungkan (Sari et al., 2014). 

 

2.4.2 Peran Habitat 

Habitat mempunyai peran penting untuk kehidupan satwaliar. Kuantitas dan 

kualitasnya perlu dijaga sehingga tetap berfungsi sebagai tempat mencari makan, 

minum, berkubang, tidur, istirahat, berlindung dan berkembangbiak (Alikodra, 

2010). Habitat yang mempunyai kualitas tinggi diharapkan akan menghasilkan 

kehidupan satwaliar yang berkualitas. Sebaliknya, habitat yang kualitasnya rendah 

akan menghasilkan kondisi populasi satwaliar yang rapuh (daya reproduksi rendah 
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akan mudah terserang penyakit). Kualitas kehidupan satwaliar yang diinginkan 

dapat diperoleh dengan kegiatan pengelolaan habitat yang didahului oleh kegiatan 

pengenalan habitat (Iswandaru et al., 2019) 

 

2.4.3 Pengelolaan Habitat 

Kawasan lindung memiliki peran penting sebagai kawasan penyangga dan 

habitat alami satwaliar sehingga perlu dijaga kelestariannya melalui upaya 

konservasi bagi satwaliar dan habitatnya (Khalil et al., 2019). Kegiatan 

pengelolaan habitat untuk organisme darat antara lain dilakukan dengan cara 

mengatur produktivitas makanan, debit sumber-sumber air, sumber-sumber garam 

mineral, tempat-tempat berlindung, mencegah terjadinya pencemaran, mencegah 

terjadinya erosi dan kerusakan yang disebabkan oleh faktor-faktor perusak lainnya 

serta mengendalikan kebakaran hutan. Teknik-teknik pengelolaan habitat 

ditentukan oleh beberapa hal, yaitu tujuan pengelolaan, jenis satwaliar, tipe habitat 

dan status kawasan (Alikodra, 2010). 

 

2.5 Keanekaragaman Hayati 

2.5.1 Pengertian Keanekaragaman Hayati 

Hutan merupakan sumberdaya alam yang tidak ternilai karena di dalamnya 

terdapat keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah, sumber hasil 

hutan berupa kayu dan nonkayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta 

kesuburan tanah, perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, 

kebudayaan, rekreasi, pariwisata, dan sebagainya (Saharjo dan Gago, 2011). 

Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia sehingga 

dikenal sebagai negara megabiodiversity (Triyono, 2013). 

Keanekaragaman hayati merupakan varasi atau perbedaan bentuk-bentuk 

makhluk hidup berupa perbedaan pada tumbuhan, hewan, mikroorganisme dan 

materi genetik yang dikandungnya serta bentuk-bentuk ekosistem tempat 

hidupnya (Ridhwan, 2012). Keanekaragaman hayati juga diartikan sebagai 

kelimpahan jutaan tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme terhadap genetika dan 

ekosistemnya (Aprisiwi dan Sasongko, 2014). Keanekaragaman hayati mencakup 

keragaman jenis dan keragaman ekosistem. Proses evolusi menyebabkan 
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timbulnya jenis-jenis baru dan kepunahan jenis terjadi pula secara alami. Apabila 

laju kepunahan jenis lebih tinggi dari laju terjadinya jenis baru maka terjadilah 

pengurangan keanekaragaman, peran manusia di abad terakhir ini telah 

menyebabkan meningkatnya tingkat kepunahan. 

Keanekaragaman jenis seringkali dijadikan parameter pokok dalam 

mengukur/melihat pengaruh manusia terhadap lingkungan. Hal ini disebabkan 

karena intervensi manusia ke dalam suatu ekosistem selalu mempengaruhi/ 

mereduksi keanekaragaman jenis. 

Keanekaragaman hayati atau biological diversity menyatakan tingkat 

keanekaragaman sumber daya alam hayati yang meliputi kekayaan, kelimpahan 

maupun penyebaran berbagai bentuk kehidupan di bumi mulai dari organisme 

bersel tunggal sampai organisme tingkat tinggi (Siboro, 2019; Wahyudin et al., 

2019). Menurut Triyono (2013), keanekaragaman hayati dapat digolongkan 

menjadi tiga tingkat yaitu (1) keanekaragaman spesies, mencakup semua spesies 

di bumi, termasuk bakteri, protista dan spesies dari kingdom bersel banyak 

(tumbuhan, jamur, hewan multiseluler); (2) keanekaragaman genetik, yaitu variasi 

genetik dalam satu spesies baik di antara populasi-populasi yang terpisah maupun 

di antara individu-individu dalam satu populasi; (3) keanekaragaman komunitas, 

yaitu komunitas biologi yang berbeda serta asosiasinya dengan lingkungan fisik 

(ekosistem) masing-masing. 

 

2.5.2 Manfaat Keanekaragaman Hayati 

Keanekaragaman hayati berhubungan erat dengan kehidupan manusia. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati 

yang sangat tinggi. Keanekaragaman hayati pada masa kini lebih dititik beratkan 

pada penemuan jenis-jenis yang berpotensi mendukung perkembangan pertanian 

(pangan), kesehatan, ketersediaan sumber daya air, dan energi terbarukan 

(Purwanto, 2020). 

Ancaman terhadap keanekaragaman hayati salah satunya berupa 

antropogenik atau aktivitas manusia yang dapat merusak jaringan dan fungsi 

ekologi diikuti dengan kepunahan spesies (Marfuah et al., 2021). Ancaman 

tersebut antara lain berupa kerusakan habitat, fragmentasi habitat, degradasi 
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habitat termasuk polusi, perubahan iklim global, pemanfaatan spesies yang 

berlebihan untuk kepentingan manusia, invasi spesies-spesies asing, penyebaran 

penyakit, serta sinergi dari faktor-faktor tersebut. Kegiatan tersebut dapat 

mengubah, mendegradasi, dan merusak bentang alam dalam skala luas. Kerusakan 

habitat mendorong spesies bahkan seluruh komunitas menuju ambang kepunahan 

(Indrawan, 2007). 

 

2.5.3 Keanekaragaman Hayati di KPHL Batutegi 

Menurut RPHJP KPHL Batutegi (2013), berdasarkan hasil inventarisasi Tim 

BPKH Wilayah II Palembang pada tahun 2012, ditemukan jenis flora sebanyak 67 

jenis flora yang didominasi oleh jenis tumbuhan balam merah (Palaqium gutra), 

medang (Litsea sp.), balam putih (Palaqium spp.), damar babi (Dacryodes 

rostrata), meranti (Shorea spp.), gerunggang (Cratoxylon arborencens), bunut 

(Ficus virens) dan simpur (Dilleni agrandifolia). 

Hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Yayasan International Animal 

Rescue (Yayasan IAR) yang dilaporkan pada tahun 2010 pada areal seluas kurang 

lebih 10.000 ha di Blok Inti, diperoleh data sebagai berikut: 

a. Flora 

KPHL Batutegi masih terdapat flora yang beraneka ragam, yaitu sekitar 238 

species dari 55 famili di antaranya ada tanaman endemik bunga bangkai 

raksasa (Amorphophalus titanum), cengal (Hopea sangal), mersawa 

(Anisoptera marginata), pasah (Aglaia smithii), ramin (Gonistylus 

macrophyllus), dan keruing (Dipterocarpus retusus). 

b. Fauna 

Sekitar 17 famili dengan 29 jenis mamalia ditemukan di KPHL Batutegi, 

dua di antaranya endemik, yaitu harimau Sumatera (Panthera tigris 

sumatrae) dan bangsa monyet (Presbytis melalopus). Jenis burung yang ada 

sebanyak 38 famili dengan 140 spesies dan lima di antaranya endemik, yaitu 

sepah gunung (Pericrocotus miniatus), prenjak (Prima familiaris), cucak 

kerinci (Pycnonotus leucogrammicus), burung cabe (Dicaeum trochileum), 

dan bondol jawa (Lanchura leucogasstroides). 
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2.6 Burung 

2.6.1 Pengertian Burung 

Burung adalah anggota kelompok hewan bertulang belakang (vertebrata) 

yang memiliki bulu dan sayap (Kuswanda, 2010). Burung merupakan salah satu 

sumberdaya alam yang memiliki nilai tinggi, baik ditinjau dari segi ekologis, ilmu 

pengetahuan, ekonomis, rekreasi, seni dan kebudayaan (Nainggolan et al., 2019). 

Burung memiliki keanekaragaman yang cukup tinggi dan kedudukan penting 

sebagai salah satu kekayaan di Indonesia. Keberadaanya mudah dijumpai di 

berbagai tempat (Nurhasanah, 2018; Ramlah, 2017). Burung memiliki ruang huni 

yang cukup baik, sehingga burung dikategorikan sebagai salah satu kelompok 

vertebrata terbesar dengan perkirakan jumlah sebanyak 8.600 jenis dan tersebar di 

seluruh dunia (MacKinnon et al., 2010). Burung mampu hidup di hampir semua 

tipe habitat, baik kutub, gurun, hutan konifer, hutan tropis, sungai, rawa-rawa 

maupun lautan (Cornelis dan Awan, 2018). 

 

2.6.2 Manfaat Burung 

Burung merupakan salah satu komponen ekosistem yang memiliki peranan 

penting dalam mendukung berlangsungnya suatu siklus kehidupan setiap 

organisme. Keadaan ini dapat dilihat dari rantai makanan dan jaring-jaring 

makanan yang membentuk sistem kehidupannya dengan komponen ekosistem 

lainnya seperti tumbuhan dan serangga (Sawitri et al., 2010). Manfaat lain dari 

burung adalah peran ekologisnya yang dapat dilihat dan dirasakan secara 

langsung, seperti membantu penyerbukan bunga (burung sesap madu), pemakan 

hama (burung pemakan serangga atau tikus), dan penyangga ekosistem (terutama 

jenis burung pemangsa) (Jurati et al., 2017). 

Burung banyak dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan, 

binatang peliharaan, pemenuhan kebutuhan ekonomi dan estetika. Seiring dengan 

meningkatnya jumlah penduduk dan tingginya penggunaan jenis burung oleh 

manusia mengakibatkan terjadinya tekanan spesies. Banyaknya manfaat yang 

dimiliki, manusia berupaya ingin memanfaatkan baik langsung maupun tidak 

langsung sehingga kelestarian spesies burung ini dapat terancam (Dwifortunata et 

al., 2020). 
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2.6.3 Habitat Burung 

Burung termasuk kelompok hewan homoiterm dengan suhu tubuh antara 

38⁰ C-45⁰ C. Banyaknya jenis burung yang mendiami suatu tempat sangat 

dipengaruhi oleh keanekaragaman jenis tumbuh-tumbuhan, kondisi iklim serta 

kondisi habitat yang baik. Habitat tidak hanya berperan sebagai tempat tinggal 

saja, namun habitat harus dapat menyediakan sumber makanan, air, garam-garam 

mineral serta menjadi tempat istirahat dan berkembang biak (Kamal, 2018). 

Lingkungan yang dianggap sesuai sebagai tempat hidup bagi burung adalah 

lingkungan yang memiliki ketersdiaan pakan, tempat berlindung maupun tempat 

berbiak. Setiap jenis burung mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri 

terhadap lingkungannya, penyesuaian tersebut dapat berupa perubahan perilaku 

maupun pergerakan untuk menghindar (Lekipiou dan Nanlohy, 2019). 

Habitat burung meliputi hutan tropis, rawa-rawa, padang rumput, pesisir 

pantai, tengah lautan, gua-gua batu, perumahan, bahkan di wilayah perkotaan 

(Kuswanda, 2010). Burung sebagai salah satu bioindikator lingkungan dan bagian 

dari penyeimbang ekosistem dapat menjadi faktor penentu suatu keadaan habitat 

apakah masih dalam kondisi yang baik atau tidak (Kamaluddin et al., 2019). 

Habitat dan kepunahan beberapa jenis satwa, selama ini banyak yang telah 

rusak maupun sengaja dirusak oleh berbagai ulah sekelompok manusia yang tidak 

bertanggungjawab (Novita, 2015). Kegiatan manusia dalam melakukan perubahan 

fungsi lahan untuk digunakan sebagai pemukiman, peternakan, perkebunan, 

perindustrian, pertambangan dan sebagainya membutuhkan lahan yang cukup 

luas, sehingga kegiatan tersebut mengurangi tempat hidup burung (Lekipiou dan 

Nanlohy, 2019). Adanya penurunan kualitas, modifikasi, dan hilangnya habitat 

tersebut merupakan ancaman bagi jenis-jenis burung (Juliana et al., 2016). 

Hilangnya habitat alami tersebut menyebabkan berkurangnya kesempatan 

manusia untuk melihat dan mempelajari keanekaragaman serta perilaku flora dan 

fauna (Hendrawan, 2016). 

 

2.6.4 Ancaman Terhadap Keanekaragaman Jenis Burung 

Berdasarkan International Union for Convertion of Nature (IUCN), 

kepunahan spesies yang sekarang sedang terjadi diperkirakan 1.000 kali lebih 
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cepat dibandingkan dengan yang seharusnya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya 

masalah seperti perburuan liar, perusakan habitat, perdagangan ilegal, kurangan 

sadarnya masyarakat akan kepedulian hewan, dan sebagainya (Adiyasa dan 

Trihanondo, 2019). Ancaman atau gangguan pada burung dibagi menjadi dua 

bentuk yaitu gangguan langsung dan gangguan tidak langsung. Gangguan 

langsung terhadap burung yaitu berupa kegiatan membunuh burung untuk 

digunakan sebagai bahan makanan, minyak, olahraga berburu, dan diambil 

bulunya. Gangguan tidak langsung berupa perubahan atau modifikasi lingkungan 

alami oleh manusia menjadi lahan pertanian, kebun, perkotaan, jalan raya dan 

industri (Utama, 2011). 

Burung merupakan kelompok hewan vertebrata yang berkembang biak 

secara kawin, memiliki bulu indah dengan beragam warna, suara yang merdu serta 

tingkah laku yang menarik (Kamal et al., 2015). Karakteristik tersebut 

menimbulkan keinginan masyarakat untuk memburu burung baik dijadikan 

sebagai hewan peliharaan maupun sumber penghasilan. Kondisi inilah yang 

menyebabkan populasi burung semakin berkurang, bahkan terdapat beberapa 

spesies atau individu burung yang terancam punah (Nurhasanah, 2018). Saat ini, 

ancaman kepunahan beberapa jenis spesies langka telah menjadi sorotan banyak 

pihak. Kejahatan satwaliar ini telah menimbulkan kerusakan multi dimensi, yang 

mencakup kerusakan ekosistem, kepunahan jenis endemik, ancaman penyakit, 

timbulnya akibat ekonomi (Hanif, 2015). 

 

2.6.5 Upaya Konservasi Burung 

Perlindungan satwaliar untuk menjaga keseimbangan ekosistem menjadi 

satu dari beberapa topik perbincangan dunia saat ini. World Wildlife Fund (WWF) 

menilai bahwa berbicara upaya perlindungan satwaliar dan melakukan konservasi 

harus sejalan dengan pemberdayaan masyarakat (Sinamo 2016). Berbagai cara 

dan upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk melindungi 

keanekaragaman hayati, antara lain dengan penegakan hukum dan penguatan 

peraturan-peraturan untuk menunjang pelestarian flora dan fauna. Indonesia telah 

menerbitkan UU No.05/1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan 

Ekosistemnya. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan untuk menindaklanjuti 
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peraturan tersebut adalah dengan membentuk Taman Nasional, Cagar Alam, 

Suaka Margasatwa, serta upaya positif lainnya untuk melindungi habitat dan 

ekosistem pada kawasan konservasi (Hafizd et al., 2017). 

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 

tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dijelaskan bahwa Pasal 1.1. 

―Pengawetan adalah upaya untuk menjaga agar keanekaragaman jenis tumbuhan 

dan satwa berserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnya tidak 

punah‖. Selanjutnya Pasal 2.1. berbunyi  

―Pengawetan jenis tanaman dan satwa bertujuan untuk menghindarkan jenis 

tumbuhan dan satwa dari bahaya kepunahan‖. 

Pemanfaatan satwaliar telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, 

antara lain sebagai sumber bahan makanan dan obat, sarana ritual kebudayaan dan 

kepentingan ekonomi subsisten. Ragam pemanfaatan satwa merupakan implikasi 

dari beragamnya etnis, baik dalam hal jenis satwa yang dimanfaatkan, bentuk 

pemanfaatan maupun cara memanfaatkannya (Novriyanti et al., 2014). 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwaliar telah mengatur hal yang terkait 

dengan pemanfaatan satwa yaitu: 

1. Pengkajian, penelitian dan pengembangan; 

2. Penangkaran; 

3. Perdagangan; 

4. Peragaan jenis tumbuhan dan satwaliar dapat berupa koleksi hidup/koleksi mati 

termasuk bagian-bagiannya; 

5. Pertukaran jenis tumbuhan dan satwaliar dilakukan dengan tujuan untuk 

mempertahankan atau meningkatkan populasi, memperkaya keanekaragaman 

jenis, penelitian dan ilmu pengetahuan; 

6. Budidaya tanaman obat-obatan; 

7. Pemeliharaan untuk kesenangan; 

8. Pengiriman atau pengangkutan tumbuhan dan satwaliar; 

9. Daftar klasifikasi dan kuota. 
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Selain itu, upaya konservasi satwa juga telah dilakukan oleh Convention on 

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) 

adalah kesepakatan internasional antar negara dalam perdagangan flora dan fauna 

dan bagian-bagiannya secara internasional. Tujuan kesepakatan internasional ini 

adalah untuk menjamin bahwa perdagangan burung secara internasional tidak 

akan mengancam kelestarian jenis-jenis burung yang diperdagangkan (Nainggolan 

et al., 2019). 

 

2.7 Peran Masyarakat 

2.7.1 Pengertian Peran Masyarakat 

Istilah ―peran‖ diambil dari dunia drama atau teater yang hidup subur di 

zaman Yunani Kuno atau Romawi. ―Peran‖ dikaitkan dengan apa yang dimainkan 

atau karakterisasi yang disandang untuk dimainkan oleh seorang aktor (Musriadi, 

2019). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran diartikan sebagai pemain. 

Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau 

―perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan 

dimasyarakat‖. 

Peran (role) merupakan aspek dinamis dari status, kedudukan, dan posisi 

seseorang yang tidak bisa dilepaskan, apabila seseorang telah melakukan 

kewajiban sesuai dengan statusnya, maka dia telah berperan (Rosyadi dan 

Pardjono, 2015; Widyarini et al., 2013). Peranan lebih banyak menunjuk pada 

fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses jadi tepatnya peranan dapat 

dikatakan bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat 

serta menjalankan suatu peranan (Salaa, 2015). Suhardono (1994) menyatakan 

bahwa dalam kehidupan sosial yang nyata, membawakan peran berarti menduduki 

suatu posisi sosial dalam masyarakat. Seorang individu harus patuh pada skenario, 

yang berupa norma sosial, tuntutan sosial, dan kaidah-kaidah yang berlaku 

(Musriadi, 2019). 

Peran serta masyarakat dari sudut terminologi dapat diartikan sebagai suatu 

cara melakukan interaksi antara dua kelompok. Kelompok yang selama ini tidak 

diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan (non-elite) dan kelompok 

yang selama ini melakukan pengambilan keputusan (elite) (Sabardi, 2014). 
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Pada UU No. 32/2009, peran masyarakat dalam perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup diatur secara khusus pada Bab XI, Pasal 70. Dalam 

ayat (1) pasal tersebut dinyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan 

kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bentuk-bentuk peran serta 

tersebut diatur dalam ayat (2) berupa pengawasan sosial; pemberian saran, 

pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau penyampaian informasi dan/atau 

laporan. 

Peran aktif masyarakat dalam memelihara kelestarian hutan menjadi hal 

yang sangat penting dalam konservasi hutan. Masyarakat sebagai pelaku utama 

dalam kegiatan, dituntut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan dan 

keberlanjutan dari kegiatan tersebut. Apabila masyarakat berpartisipasi aktif, 

maka diharapkan pada kegiatan selanjutnya dapat berkembang atas kemauan dan 

kemampuan mereka sendiri (Ramadoan et al., 2013). 

 

2.7.2 Tujuan Peran Masyarakat 

Tujuan peran masyarakat itu sesuai ayat (3) pada UU No. 32/2009 yaitu 

untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup; meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; 

menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; 

menumbuhkembangkan ketanggap-segeraan masyarakat untuk melakukan 

pengawasan sosial; dan mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal 

dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. 

Peran masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Mengenai fungsi peran 

serta di bidang lingkungan hidup, Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan 

bahwa ―Peran serta masayarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai 

jangkauan luas. Peran serta tersebut tidak hanya meliputi peran serta para individu 

yang terkena berbagai peraturan atau keputusan administratif, akan tetapi meliputi 

pula peranserta kelompok dan organisasi dalam masyarakat (Sabardi, 2014). 
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2.7.3 Peran Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan 

Partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan merupakan salah 

satu peluang yang harus mendapatkan apresiasi dari pemerintah dalam rangka 

mendorong semua pihak untuk berpartisipasi. Masyarakat lokal memiliki peran 

strategis dalam mendukung kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Berbagai pola 

adaptasi masyarakat lokal terhadap lingkungan merupakan salah satu sumberdaya 

yang perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan kehutanan 

berkelanjutan. Manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, dan 

sebaliknya manusia adalah produk dari lingkungan, sehingga berbagai bentuk 

adaptasi lingkungan banyak dijumpai berdasarkan persepsi dan pengalaman 

berinteraksi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan, tanah dan air 

(Njurumana dan Dwi Prasetyo, 2010). 

Kegiatan rehabilitasi, seperti halnya kegiatan pembangunan pada umumnya, 

merupakan proses berdimensi jamak yang melibatkan perubahan berbagai aspek 

dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai peran yang penting serta dalam 

kegiatan rehabilitasi sebagai suatu proses pembangunan, maka seharusnya 

berpartisipasi masyarakat ditingkatkan. Masyarakat tidak hanya diposisikan 

sebagai penerima program/proyek, tetapi sebagai mitra dimulai dari tahapan 

perencanaan sampai monitoring dan evaluasi (Ulya et al., 2017). 

Kegiatan rehabilitasi pada saat ini, menurut aturan dilakukan dengan 

pelibatan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Rehabilitasi 

Hutan dan Lahan (RHL) menurut P.9/Menhut-II/2013 bertujuan untuk 

meningkatkan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan RHL pada lahannya 

baik secara individu maupun kelompok. Nawir et al., (2008) menyatakan bahwa 

pelibatan masyarakat seharusnya menjadi dan stimulus partisipasi masyarakat dan 

pendorong keberhasilan rehabilitasi hutan. Namun dalam kenyataan pelibatan atau 

partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan basah masih 

sebatas formalitas. 
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2.8 Rehabilitasi Hutan Lindung 

2.8.1 Pengertian Rehabilitasi Hutan 

Rehabilitasi hutan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan 

meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan 

peranannya dalam mendukung sistem penyanggah kehidupan tetap terjaga 

(Mamuko et al., 2016). Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) merupakan upaya 

untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan. 

(Jatmiko et al., 2014). 

Rehabilitasi hutan dan lahan merupakan salah satu upaya strategis dan 

merupakan kebijakan prioritas pembangunan kehutanan, salah satu program 

kegiatan rehabiltasi hutan dan lahan melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan 

dan Lahan (GN-RHL) (Nurkin dan Putranto, 2013). Kegiatan Rehabilitasi Hutan 

dan Lahan (RHL) bertujuan pulihnya kondisi hutan dan lahan sehingga dapat 

berfungsi kembali secara normal dan lestari sebagai sistem penyangga kehidupan 

(Jatmiko et al., 2014). 

 

2.8.2 Rehabilitasi Hutan Lindung 

Rehabilitasi hutan lindung pada dasarnya harus mempunyai dua manfaat 

sekaligus, yaitu manfaat secara ekologis yang berhubungan dengan fungsi 

pokoknya dan manfaat ekonomis yang artinya dapat memberikan nilai tambah 

bagi masyarakat sekitarnya (Setiawan dan Krisnawati, 2016). 

 

2.8.3 Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi 

dan Reklamasi Hutan pada Pasal 23 menyatakan Rehabilitasi hutan 

diselenggarakan melalui kegiatan: a) reboisasi; b) pemeliharaan tanaman; c) 

pengayaan tanaman; atau d. penerapan teknik konservasi tanah. Kegiatan 

rehabilitasi hutan diselenggarakan oleh KPH melalui beberapa kegiatan antara 

lain: reboisasi, pemeliharaan dan pengayaan tanaman serta konservasi (Sylviani 

dan Suryandari, 2013).
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1. Reboisasi 

Reboisasi merupakan upaya rehabilitasi lahan dengan penanaman tanaman 

hutan pada kawasan hutan untuk mengurangi terjadi erosi. Kegiatan reboisasi, 

yang dimulai dari kegiatan penanaman dan pemeliharaan tegakan akan mampu 

meningkatkan pertumbuhan tegakan hutan (penutupan lahan) (Jatmoko et al., 

2015). Program reboisasi dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan kembali 

lahan sesuai fungsinya. Pelaksanaan program tersebut biasa dilakukan dengan 

penanaman jenis pohon tertentu, dengan harapan selain mampu 

mengoptimalkan kembali fungsi lahan juga dapat diambil keuntungannya 

(Budirianto, 2019). Reboisasi di dalam kawasan hutan lindung ditujukan untuk 

memulihkan fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan 

untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah 

intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah (Pertiwi, 2016). 

2. Pemeliharaan Tanaman 

Berdasarkan Pasal 23 huruf b, pemeliharaan tanaman pada hutan produksi dan 

hutan lindung didanai oleh Pemerintah dan dilaksanakan sejak tahun pertama 

sampai dengan tahun ketiga. Pemeliharaan tanaman pada hutan produksi dan 

hutan lindung setelah tahun ketiga diserahkan oleh Pemerintah kepada 

pemerintah kabupaten/kota atau Kesatuan Pengeloaan Hutan. Pemeliharaan 

tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a) Perawatan; 

dan b) Pengendalian hama dan penyakit. 

3. Pengayaan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c ditujukan 

untuk meningkatkan produktivitas hutan. Pengayaan tanaman sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemanfaatan ruang tumbuh secara 

optimal dengan memperbanyak jumlah dan keragaman jenis tanaman. 

Pengayaan tanaman meliputi kegiatan persemaian/pembibitan, penanaman, 

pemeliharaan tanaman, dan pengamanan. 

4. Penerapakn Teknik Konservasi Tanah 

Penerapan teknik konservasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 

huruf d dilakukan secara sipil teknis. Selain teknik konservasi tanah secara sipil 

teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerapan teknik konservasi tanah 

dapat dilakukan melalui teknik kimiawi. 
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Kegiatan rehabilitasi lahan kritis telah dimulai sejak tahun 1976 antara lain 

melalui program bantuan Reboisasi dan Penghijauan (INPRES), kemudian sejak 

Tahun Anggaran 1994/1995 melalui DIPDA Tingkat II. Pada tanggal 31 Januari 

2001 dikeluarkan SK Menhut No. 20/Kpts-II/2001 tentang standar dan kriteria 

rehabilitasi hutan dan lahan yang merupakan acuan dari seluruh pihak untuk 

melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan secara terpadu dan 

berkelanjutan. 

Tujuan rehabilitasi hutan dan lahan seperti tesebut adalah terpilihnya 

sumberdaya hutan dan lahan yang rusak sehingga berfungsi optimal yang dapat 

memberikan manfaat bagi seluruh pihak, menjamin keseimbangan lingkungan dan 

tata air DAS dan mendukung kelangsungan pembangunan kehutanan. Model 

pengelolaan hutan melalui pengembangan hutan kemasyarakatan (HKm) 

diperlukan dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan yang kritis sehingga 

pengelolaan hutan yang lestari dapat terwujud (Ora dan Dako, 2016). 

 

2.9 Kemitraan Kehutanan 

2.9.1 Pengertian Kemitraan Kehutanan 

Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan 

Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan menyebutkan bahwa untuk 

mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil, dilakukan 

pemberdayaan masyarakat setempat, melalui pengembangan kapasitas dan 

pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraannya. Salah satu bentuk 

pemberdayaan masyarakat setempat yang dapat dilakukan ialah program 

Kemitraan kehutanan. Kaskoyo et al. (2017) menyatakan bahwa kehutanan 

masyarakat merupakan suatu konsep pengelolaan hutan dengan melibatkan 

partisipasi masyarakat, akses kelola hutan diberikan kepada masayarakat sehingga 

dapat menjadi sumber penghasilannya. Namun akses tersebut tetap harus 

dikontrol dan dibina oleh KPH melalui suatu program kemitraan kehutanan, 

sehingga aktivitas pengelolaan hutan masyarakat tetap memperhatikan kelestarian 

hutan. 

Kemitraan kehutanan merupakan salah satu skema dalam perhutanan sosial 

yang dapat digunakan sebagai upaya penyelesaian konflik penguasaan lahan di 
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kawasan hutan (Weni et al., 2020). Adnan et al. (2015) menjelaskan bahwa 

kemitraan kehutanan menyediakan akses bagi masyarakat untuk mengelola lahan 

hutan yang telah dibebani izin. Hal ini sejalan dengan pendapat Utami dan 

Ratnaningsih (2018) bahwa skema kemitraan kehutanan mengembangkan 

kapasitas dan memberikan akses legal kepada masyarakat dalam bentuk kerja 

sama pengelolaan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Kemitraan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemegang izin pemanfaatan 

hutan atau pemegang hak pengelolaan dengan masyarakat setempat. 

Pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan tidak mengubah 

kewenangan dari pemegang izin pemanfaatan hutan atau pemegang hak 

pengelolaan kepada masyarakat setempat (Sopiansyah et al., 2016).  

 

2.9.2 Tujuan Kemitraan Kehutanan 

Kemitraan atau kerjasama di bidang kehutanan yang diatur dalam 

Permenhut Nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat 

setempat melalui Kemitraan Kehutanan bertujuan agar akses kehidupan 

masyarakat sekitar hutan yang selama ini menggantungkan hidupnya dapat 

meningkat dengan kehadiran perusahaan-perusahaan yang memiliki izin usaha 

kehutanan dan KPH. Selama ini timbul anggapan bahwa keberlangsungan 

ekonomi masyarakat sekitar hutan akan terancam dengan kehadiran mereka. 

Melalui kemitraan masyarakat sekitar hutan dapat hidup berdampingan dengan 

perusahaan dalam mengelola dan memanfaatkan hutan secara ekonomi dengan 

tetap memperhatikan kelestarian hutan (Sopiansyah et al., 2016). 

Lahirnya kebijakan kemitraan kehutanan ini, bukan berarti tidak memiliki 

tujuan yang baik. Pemerataan akses atas lahan hutan bagi masyarakat dan untuk 

menangani konflik penguasaan lahan yang selama ini terjadi menjadi semangat 

lahirnya kebijakan ini (Ma’ruf, 2019). Tujuan utama dari Kemitraan Kehutanan 

ini yaitu kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan yang terukur (Rukminda 

et al., 2020). 
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2.9.3 Manfaat Kemitraan Kehutanan 

Kemitraan kehutanan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan 

kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat 

sumber daya hutan secara optimal dan adil (Ma’ruf, 2019). Melalui kemitraan 

kehutanan, masyarakat merasa akan mendapatkan banyak manfaat sebagaimana 

yang tertuang dalam draft naskah kesepakatan kemitraan yang penyusunan dan 

pembahasannya dilakukan secara bersama- sama dan transparan (Wakka dan 

Bisjoe, 2018). 

Kemitraan diharapkan dapat mengakomodir kepentingan antara KPH dan 

masyarakat selaku penggarap yang tertuang di dalam naskah kerja sama 

kemitraan. Penyusunan naskah kemitraan yang meliputi pola-pola kerjasama, 

aturan main serta sanksi-sanksi harus melibatkan kedua belah pihak di dalam 

penyusunannya, sehingga diharapkan setelah terbentuknya kemitraan tersebut 

tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan berjalan sesuai dengan harapan kedua 

belah pihak (Saipurrozi et al., 2018). Selain itu, kemitraan kehutanan diharapkan 

menjadi bagian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan 

hutan, melestarikan hutan, tetapi juga mengurangi konflik di antara masyarakat 

dan pemegang konsesi (Utami dan Ratyaningsih, 2018). 

 

2.10 Agroforestri 

2.10.1 Pengertian Agroforestri 

Agroforestri merupakan model pengelolaan hutan yang bertujuan untuk 

meningkatkan produktifitas lahan berupa hasil hutan, hasil 

pertanian/peternakan/perikanan sehingga masyarakat dapat memperoleh hasil 

dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang (Butarbutar, 2012). 

Agroforestri merupakan alternatif bentuk penggunaan lahan yang terdiri dari 

campuran tanaman keras (pepohonan atau semak) dengan atau tanpa tanaman 

semusim dan ternak dalam satu bidang lahan. Komposisi tanaman yang beragam 

pada agroforestri ini, menyebabkan agroforestri memiliki fungsi dan peran yang 

lebih dekat kepada tutupan hutan dibandingkan dengan pertanian, perkebunan dan 

lahan kosong (Junaidi, 2013).
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Pola agroforestri, adalah sistem pengelolaan lahan dengan memadukan 

beraneka jenis pohon dan tanaman semusim, yang mampu menyerap karbon, 

menjaga fungsi produksi, fungsi sosial ekonomi dan fungsi ekologi. Pola 

agroforestri adalah merupakan suatu metode pengelolaan lahan hutan. Masyarakat 

menanam lahan dengan berbagai jenis tanaman, dari jenis kayu-kayuan sampai 

jenis Multi Purpose Tree Species (MPTS). Jenis tanaman kehutanan yang 

diusahakan misalnya jati, mahoni, sengon, suren, gaharu, lamtoro dan lain-lain. 

Kemudian di bawah tegakan tanaman hutan ini ditanami dengan aneka macam 

tanaman perkebunan seperti kelapa, kakau, melinjo, nangka, sukun, durian, 

pisang, salak, mangga, rambutan dan lain-lain di samping itu di bawah tegakan 

pohon-pohonan tersebut masih bisa diusahakan tanaman semusim berupa 

polowijo, empon-empon dan hortikultura (Hardiatmi, 2008). 

Agroforestri secara tidak sengaja sudah secara turun temurun dipraktekkan 

oleh masyarakat di Indonesia. Namun sayangnya, praktek agroforestri masih 

bersifat tradisional dan berbasis pada keterbatasan pengetahuan masyarakat lokal . 

Belum banyak upaya untuk mengembangkan sistem agroforestri yang sesuai 

dengan tuntutan perkembangan ekonomi, lingkungan dan sosial (Akiefnawati, 

2016). 

 

2.10.2 Tujuan Agroforestri 

Adapun tujuan agroforestri maupun sistem tumpangsari ini adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan, dengan cara 

memberikan peluang kepada masyarakat desa atau petani pesanggem untuk 

bercocok tanam tanaman pangan guna peningkatan pendapatan penduduk. Dengan 

cara demikian penduduk desa sekitar hutan diharapkan dapat berperan aktif dalam 

usaha penyelamatan dan pencegahan kerusakan hutan dan lahan (Mayrowani dan 

Ashari, 2016). 

Tujuan lain agroforestri adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang 

baik secara horisontal maupun vertikal, baik di atas tanah maupun di bawah tanah, 

sehingga unsur hara dalam tanah dan sinar matahari dapat dimanfaatkan secara 

maksimal. Pilihan jenis tanaman yang ditanam tidak sembarangan. Kearifan lokal 

di bidang pertanian sebagai warisan turun-temurun dari nenek moyang, mampu 
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membuat masyarakat mengenal dan memahami perlakuan lahan sesuai dengan 

kondisinya. Pemanfaatan lahan ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat 

(Hardiatmi, 2008). 

 

2.10.3 Manfaat Agroforestri 

Sistem agroforestri memberikan manfaat ekonomis dan ekologis yang 

penting bagi petani, yang salah satunya dapat memberikan pendapatan bagi petani 

(Olivi et al., 2015). Pemanfaatan lahan dengan menggunakan sistem agroforestri 

diyakini dapat memberikan berbagai keuntungan untuk kehidupan masyarakat 

berupa keuntungan yang bersifat sosial, ekonomi, lingkungan dan psikologi 

(Mardiana et al., 2017). 

Besarnya keuntungan yang diperoleh dari sistem agroforestri telah 

mendorong para pihak untuk menjadikan sistem agroforestri sebagai salah satu 

solusi pemanfaatan lahan secara berkelanjutan yang secara teknis dapat 

diterapkan, secara sosial dapat diterima, secara ekonomis menguntungkan dan 

ramah terhadap lingkungan (Harun, 2011; Rambey, 2011). Penggunaan sistem 

agroforestri diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat 

terjadinya alih fungsi lahan seperti penurunan kesuburan tanah, banjir, 

kekeringan, kepunahan plasma nutfah, baik flora maupun fauna, perubahan iklim, 

lahan kritis dan mengatasi masalah ketahanan pangan (Sumiati, 2011). Selain itu, 

sistem agroforestri menjadi solusi dalam pengembangan usaha tani di lahan kering 

secara optimal dan berkelanjutan (Bahrun, 2012; Pranoto, 2012).



 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari-Maret 2021. Lokasi penelitian 

dilaksanakan di Blok Inti dan pemanfaatan KPHL Batutegi, Tanggamus, 

Lampung. Adapun peta lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain ATK, rollmeter, pita 

meter, Global Positioning System (GPS), binokuler, kamera digital dan alat 

perekam sedangkan bahan yang digunakan yaitu tallysheet, kuesioner dan buku 

panduan lapangan jenis burung. Objek yang digunakan dalam penelitian adalah 

masyarakat sekitar, pohon serta burung di kawasan Blok Inti dan pemanfaatan 

KPHL Batutegi. 

 

3.3 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder berupa studi literatur yang mendukung. Menurut Winerungan (2013), 

data primer merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dari 

sumber asli (tidak melalui perantara). Adapun data primer pada penelitian ini 

sebagai berikut: 

a) Keanekaragaman Burung  

Data primer pada pengamatan burung diperoleh dari pengamatan langsung 

di Blok Inti dan Blok Pemanfaatan. Pada penelitian ini Blok Inti dijadikan sebagai 

pembanding karena menurut KPHL Batutegi (2013), Blok Inti merupakan 

kawasan yang difungsikan sebagai perlindungan tata air dan perlindungan lainnya 

serta sulit untuk dimanfaatkan sehingga dapat diasumsikan bahwa kondisi 
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kawasan ini tergolong baik, sedangkan Blok Pemanfaatan dipilih untuk 

mengetahui keanekaragaman burung pada lahan yang telah dilakukan rehabilitasi 

dengan pola agroforestri. 

Metode pengamatan yang digunakan yaitu metode point count dengan 

melakukan pengambilan petak contoh secara acak di lokasi penelitian berdasarkan 

pertimbangan kemudahan akses. Jumlah titik point count pada kedua blok 

masing-masing sebanyak 5 titik dengan radius pengamatan sejauh 100 m atau 

disesuaikan berdasarkan kondisi fisik vegetasi. Penentuan sampel ini ditentukan 

berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan 

Lingkungan Nomor P.2/PSKL/SET/KUM.1/3/2017 tentang Pedoman Pembinaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Perhutanan Sosial. Aturan ini dipilih karena lokasi 

penelitian burung dilakukan pada lahan masyarakat yang menerapkan sistem 

Kemitraan Kehutanan sehingga untuk menyetarakan perbandingan, aturan ini juga 

diterapkan pada penentuan jumlah titik di Blok Inti. Pada penelitian ini parameter 

yang dicatat yaitu jenis burung, jumlah individu, waktu perjumpaan dan aktivitas 

burung yang dijumpai (Jamili et al., 2014). 

b) Peran Masyarakat 

Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara 

terstruktur dengan panduan kuesioner (Arif et al., 2017). Data primer pada 

penelitian ini diperoleh dari sumber pertama baik perorangan (individu) maupun 

kelompok anggota Gapoktan Cempaka berupa wawancara melalui pengisian 

kuesioner mengenai upaya yang telah dilakukan masyarakat dalam rehabilitasi 

hutan lindung serta keanekaragaman burung yang mereka ketahui. Wawancara 

individu digunakan untuk memperoleh pandangan-pandangan dan informasi 

mengenai pengalaman-pengalaman keikutsertaan masyarakat (Dewi et al., 2013).
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Gambar 2. Lokasi point count dan plot di Blok Inti dan Blok Pemanfatan. 
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100 m 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Keanekaragaman Burung dan Pohon 

Pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu dengan metode point count. 

Metode point count digunakan atas dasar pertimbangan bahwa metode tersebut 

lebih banyak dipilih pada habitat hutan tertutup dengan kanopi tinggi, terutama 

hutan hujan. Hal ini dikarenakan dengan berdiri di satu lokasi selama periode 

waktu tertentu, seorang pengamat memiliki peluang lebih baik untuk mendeteksi 

burung (Bibby, 2000). 

Pengambilan data tersebut kemudian diterapkan dengan mengkombinasikan 

metode point count dan plot pohon. Jarak yang digunakan untuk setiap titik pada 

Blok Inti yaitu 200 m karena merupakan jarak umum untuk pengamatan di hutan 

yang lebat dengan jangka waktu pengamatan selama 30 menit sebelum bergerak 

ke titik selanjutnya. Pemilihan jarak dan waktu tersebut dilakukan untuk 

menghindari terjadinya pengulangan pencatatan jenis dengan radius pengamatan 

pada setiap titik hitung ditentukan berdasarkan tipe vegetasi dan kemampuan 

pengamat (Priyono dan Abdullah, 2013) sedangkan untuk pengamatan di Blok 

Pemanfaatan radius yang digunakan sejauh 100 m dengan pertimbangan bahwa 

lokasi yang diamati didominasi oleh vegetasi yang relatif homogen sehingga 

tajuknya jarang. Berikut layout penempatan point count dan plot.  

 

 

 
           200 m  

 
          20 m x 20 m 
 

Sumber: Bismark (2011) 

Gambar 3. Layout penempatan point count dan plot. 

 

Pengamatan dilakukan pagi hari pada pukul 06.00 - 08.00 WIB dan sore 

hari pada pukul 16.00 - 18.00 WIB (Candra dan Sumarmin, 2020). Waktu tersebut 

merupakan waktu yang paling ideal untuk melakukan pengamatan burung karena 

pada pagi hari burung keluar dari sarang untuk mencari makan, sedangkan pada 

sore hari saat burung-burung akan kembali ke sarangnya (Saputra dan Setiawan,  

2014). Pengamatan dilakukan sebanyak 2 kali pengulangan untuk menghindari 

data bias. 
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Pengamatan burung dilakukan dengan menggunakan pencatatan semua 

aktivitas yang dilihat pada saat pengamatan (Sentosa et al., 2012). Pada penelitian 

ini aktivitas burung yang diamati antara lain bersuara, terbang, istirahat dan 

bertengger dengan mencatat jenis burung, jumlah individu, famili dan status 

konservasinya. Identifikasi burung yang ditemukan secara visual dilakukan 

menggunakan buku panduan MacKinnon et al., (2010) sedangkan untuk burung 

yang terekam suaranya identifikasi dilakukan melalui situs https://www.xeno-

canto.org/, selanjutnya penulisan tata nama burung disesuaikan berdasarkan 

Sukmantoro et al., (2007). 

Pada metode pengumpulan data ini analisis pohon diperlukan untuk 

mengetahui jumlah keanekaragaman pohon yang mendukung keberhasilan 

rehabilitasi sebagai habitat burung pada lokasi penelitian tersebut. Data vegetasi 

yang dikumpulkan berupa jenis pohon, jumlah pohon, tinggi pohon dan diameter 

pohon. Pada analisis pohon ini dilakukan penempatan plot terhadap Blok Inti dan 

lahan garapan masyarakat berdasarkan random sampling. Ukuran plot yang 

dipilih yaitu 20 m x 20 m dengan jumlah sebanyak 5 plot di Blok Inti dan di Blok 

Pemanfaatan (lahan garapan masyarakat) pada lahan dengan luas >5000 ha. 

Jumlah plot ini ditentukan tergantung dari luasan yang akan diukur menggunakan 

intensitas sampling berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial 

dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.2/PSKL/SET/KUM.1/3/2017 tentang 

Pedoman Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Perhutanan Sosial. 

Penempatan point count dan plot di Blok Inti dan Blok Pemanfaatan 

berbeda karena menyesuaikan dengan lokasi pengamatan yang memungkinkan. 

Pada Blok Inti lokasi point count berada pada kondisi topografi yang berbeda-

beda sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pengamatan pohon 

menggunakan plot pada titik yang sama. Hal ini dikarenakan topografinya cukup 

curam dan beberapa titik terdapat tanaman bambu yang bukan termasuk ke dalam 

objek pengamatan sedangkan pada Blok Pemanfaatan penempatan point count dan 

plot berada di titik yang sama karena lokasi tersebut memungkinan untuk 

dilakukan pengamatan burung dan pohon sekaligus (Gambar 2).  Menurut 

Nurrahman et al. (2012), adanya penempatan plot pengamatan yang sesuai dengan  

 

https://www.xeno-canto.org/
https://www.xeno-canto.org/
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kondisi lapangan dimaksudkan untuk memaksimalkan tingkat keakuratan data 

yang diperoleh. 

 

3.4.2 Peran Masyarakat 

Pada pengambilan data untuk mengetahui peran masyarakat terhadap 

rehabilitasi dilakukan dengan pendekatan Focus Group Discussion (FGD). Focus 

Group Discussion dilakukan untuk menggali informasi dari parameter yang akan 

dinilai. Metode wawancara ini dilakukan dengan alat bantu kuesioner 

menggunakan teknik purposive sampling untuk melihat korelasi antara data yang 

ada dalam dokumen dengan fakta. Pengambilan sampel dilakukan pada responden 

dengan rentang umur berkisar antara 17-60 tahun. Responden dengan umur 

tersebut dianggap sebagai umur produktif yang mempunyai pemikiran kritis 

terhadap sesuatu (Ardiyan dan Sulandjari, 2017). Penentuan jumlah responden 

pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin 

digunakan karena dalam penarikan sampel, jumlahnya harus representatif agar 

hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya secara sederhana dan 

tidak memerlukan tabel jumlah sampel (Cece dan Winata, 2019). Adapun 

perhitungan rumus Slovin sebagai berikut. 

 

  n = N/1+Ne
2
 

Keterangan: 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi anggota Gapoktan Cempaka 

e = Batas toleransi kesalahan (error tolerance) 

 

Kuesioner ini ditujukan kepada masyarakat anggota Gapoktan Cempaka 

yang telah melakukan rehabilitasi dengan pola agroforestri serta beberapa pihak 

KPHL Batutegi. Anggota KTH dipilih karena gapoktan tersebut telah terbagi 

menjadi poktan-poktan yang di dalamnya tergabung petani-petani sehingga 

hampir semua petani dalam areal KTH tersebut tidak ada lagi yang non KTH  

karena sudah berizin sehingga sudah tergabung dalam KTH karena salah satu 

syarat untuk dapat izin mereka harus terbentuk kelembagaannya. 
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Berdasarkan Data Kelompok Tani Hutan (KTH) Hkm/Kemitraan/Hr UPTD 

KPH VIII Batutegi Tahun 2018, diketahui total populasi di Gapoktan Cempaka 

sebanyak 161 orang. Sampel tersebut ditentukan menggunakan rumus Slovin 

dengan error 10% sehingga diperoleh hasil 62 responden. Menurut Setianigsih 

dan Kader (2018) apabila subjek yang diamati kurang dari 100 maka sampel 

diambil semua, namun apabila jumlah subjek lebih besar maka sampel dapat 

diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih. Selain itu, pengambilan 

sampel responden minimal 10% dari jumlah anggota terwakili dari pengurus serta 

anggota dilakukan agar infromasi yang dihasilkan valid. 

 

3.5 Analisis Data 

3.5.1 Keanekaragaman Burung dan Pohon 

1. Analisis Kuantitatif dengan Indeks Keragaman Jenis  

Keanekaragaman jenis merupakan parameter yang digunakan dalam 

mengetahui suatu komunitas, parameter ini mencirikan kekayaan jenis dan 

keseimbangan dalam suatu komunitas (Latupapua, 2011). Keanekaragaman jenis 

dalam suatu komunitas dapat dihitung dengan menggunakan Indeks 

Keanekaragaman Shannon (Shannon-wiener) (Odum,1993) dengan rumus sebagai 

berikut. 

H’ = -Σ pi ln pi, dimana pi =  

Keterangan: 

H’ = Indeks keanekaragaman jenis 

pi = Proporsi jumlah individu jenis ke-i dengan jumlah total individu seluruh 

 jenis 

ni = Jumlah individu jenis ke-i 

N  = Jumlah total individu seluruh jenis yang ditemukan 

ln = Logaritma natural 

 

Kriteria nilai indeks keanekaragaman Shannon – Wiener (H’) menurut Odum 

(1971) adalah sebagai berikut. 

H’ < 1 : keanekaragaman rendah 
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1<H’≤ 3 : keanekaragaman sedang 

H’ > 3  : keanekaragaman tinggi 

 

a. Indeks Kemerataan (E) 

Indeks kemerataan digunakan untuk mengetahui tingkat kelimpahan suatu 

jenis yang dipengaruhi oleh keragaman atau nilai kemerataan di antara jenis yang 

ada dalam suatu komunitas (Naszami et al., 2019). Indeks kemerataan 

menunjukkan derajat kemerataan kelimpahan individu antara setiap spesies. 

Apabila setiap jenis memiliki jumlah individu yang sama, maka komunitas 

tersebut mempunyai nilai evenness maksimum. Sebaliknya, jika nilai kemerataan 

kecil, maka komunitas itu memiliki evenness minimum. Nilai kemerataan 

memiliki rentang antara 0-1, jika nilai indeks yang diperoleh mendekati satu 

berarti penyebarannya semakin merata (Ismaini et al., 2015). Rumus indeks 

kesamarataan menurut Odum (1993) sebagai berikut. 

E =  

Keterangan:  

E = Indeks kemerataan 

H’ = Indeks keanekaragaman jenis 

ln = Logaritma natural 

S = Jumlah spesies yang ditemukan 

 

Kriteria nilai indeks kemerataan menurut Daget (1976), yaitu. 

0,00 <E <0,50 : Komunitas tertekan 

0,50 <E <0,75 : Komunitas labil 

0,75 <E <1,00 : Komunitas stabil 

 

b. Indeks Kesamaan Jenis  

Indeks kesamaan (Similarity index) diperlukan untuk mengetahui tingkat 

kesamaan komposisi spesies antar dua habitat (Ariza et al., 2014). Besarnya 

indeks kesamaan menurut Odum (1993) dapat diketahui dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut.  

IS  =  
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Keterangan:  

IS  = indeks kesamaan  

C  = jumlah spesies yang sama dan terdapat pada kedua komunitas  

A  = jumlah spesies di dalam komunitas A  

B  = jumlah spesies di dalam komunitas B  

 

Kriteria indeks kesamaan yaitu, jika IS mendekati 100% maka tingkat kesamaan  

tinggi. 

 

c. Indeks Kekayaan Jenis 

Indeks kekayaan dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang diadopsi 

dari Margalef (1958) dalam (Ismawan et al., 2015). 

R =  

Keterangan:  

R = Indeks kekayaan jenis  

S = Jumlah total jenis dalam suatu habitat  

N0 = Jumlah total individu dalam suatu habitat  

 

Kriteria nilai indeks kekayaan jenis adalah sebagai berikut.  

R < 2,5 : menunjukkan tingkat kekayaan jenis yang rendah  

2,5 <R>4 : menunjukkan tingkat kekayaan jenis yang sedang  

R > 4 : menunjukkan tingkat kekayaan jenis yang tinggi  

 

2. Analisis Deskriptif Kuantitatif Pohon 

Menurut Osmar (2016), suatu komunitas tumbuhan dapat dideskripsikan 

melalui analisis kuantitatif yaitu kerapatan, frakuensi, dominansi, indeks nilai 

penting, dan indeks keanekaragaman. Nilai penting digunakan untuk mengamati 

dominansi jenis tumbuhan dalam kelompok (Handayani, 2018). Analisis pohon 

dilakukan dengan menggunakan Indeks Keanekaragaman Shannon (Shannon-

wiener) dan Indeks Nilai Penting (INP). Adapun rumus INP menurut 

Soerianegara dan Indrawan (1978) sebagai berikut. 

INP  = KR+FR+DR 
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Keterangan: 

KR  = Kerapatan relatif 

FR  = Frekuensi relatif 

DR  = Dominansi relatif 

  

3.5.2 Peran Masyarakat 

1. Analisis Deskriptif Kualitatif 

Analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara 

dengan informan dideskripsikan secara menyeluruh. Data dalam wawancara 

adalah sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab 

masalah penelitian (Prabowo dan Heriyanto, 2013). Wawancara dapat dilakukan 

dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden menggunakan 

kuisioner yang telah disiapkan sebelumnya (Utomo et al., 2017). Pada penelitian 

ini analisis deskriptif kualitatif diperoleh dari hasil wawancara melalui alat bantu 

kuesioner.



 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 
 

 

 

 

5.1 Simpulan 

Simpulan dari penelitian Peran Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan 

Lindung berdasarkan Keanekaragaman Burung di Kesatuan Pengelolaan Hutan 

Lindung (KPHL) Batutegi adalah. 

1. Peran masyarakat dalam upaya rehabilitasi di kawasan KPHL Batutegi yaitu 

melalui agroforestri dengan melakukan penanaman hingga perawatan 

pohon, namun dalam pelaksanaanya partisipasi masyarakat dalam 

penambahan jenis pohon masih kurang. 

2. Nilai keanekaragaman jenis pohon di Blok Inti sebesar H’=2,89 sedangkan 

pada Blok Pemanfaatan sebesar H’=1,02 sehingga keduanya tergolong ke 

dalam kategori sedang. 

3. Tingkat keanekaragaman jenis burung di Blok Inti tergolong tinggi dengan 

nilai sebesar H’=3,06. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi lingkungan 

di Blok Inti tergolong baik karena mampu menyediakan sumber pakan dan 

tempat tinggal yang sesuai bagi burung sedangkan tingkat keanekaragaman 

burung di Blok Pemanfaatan setelah adanya rehabilitasi tergolong lebih 

rendah dengan nilai sebesar H’=2,06. Kondisi lingkungan di lokasi ini 

dikatakan kurang baik karena keanekaragaman burungnya cukup rendah.  

 

5.2 Saran 

Saran yang diberikan melalui penelitian ini yaitu. 

1. Kegiatan musyawarah perencanaan pelaksanaan rehabilitasi sebaiknya 

dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama dan tidak berfokus 

pada pohon saja. Adanya penyuluhan terkait pelestarian burung perlu 

dilakukan untuk meningkatkan nilai keanekaragaman burung.
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2. Pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu meningkatkan 

keanekaragaman burung dan pohon sehingga kondisi lingkungan di lahan 

agroforestri semakin baik serta kesejahteraan masyarakat dapat terjamin 

melalui hasil agroforestri yang optimal. 

3. Penelitian ini hanya menerangkan keberhasilan rehabilitasi berdasarkan 

keanekaragaman burung secara deskriptif bahwa lahan agroforestri tersebut 

kondisi lingkungannya kurang baik sehingga perlu dilakukan penelitian 

lanjutan seperti analisis statistik agar hasil yang diperoleh lebih akurat 

dan/atau terkait implementasi kebijakan yang perlu dilakukan dalam 

rehabilitasi hutan di masa mendatang.
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